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Abstrak

Kajian mengenai perencanaan penataan kawasan wisata terpadu Pantai Padang dengan menjadikan pantai Padang sebagai Kawasan Padang Bay City, sudah merupakan agenda besar pemerintah Kota Padang sejak lama dengan dibentuknya TIM oleh Walikota Padang yang bertugas untuk merealisasikan hal tersebut. Namun dalam perjalanannya perencanaan belum sesuai dengan pelaksanaannya, karena mendapat respon yang kurang baik dari berbagai pihak. Mereka menilai proyek atau rencana Padang Bay City akan menimbulkan bencana bagi lingkungan yang ada disekitar kawasan, dimana nantinya berbagai ekosistem yang ada disekitar kawasan akan musnah sehingga akan menggangu ekosistim yang ada. Persoalan lain yang terdapat adalah masih belum adanya investor yang  benar-benar mau untuk menginvestasikan dananya guna membangun kawasan tersebut. Sehingga sampai saat sekarang ini rencana pemerintah tersebut belum dapat terealisasi. Dengan demikian perlu hendaknya melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap rencana ini dengan melibatkan semua unsur (elemen-elemen) yang ada dalam masyarakat.
Kata Kunci: Penataan Kawasan, Wisata Terpadu, Padang Bay City
Bab 1. Pendahuluan
Pelaksanaan otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam mensukseskan agenda reformasi nasional.  Dalam konteks ini sangat dituntut  kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan. Keberadaan investor untuk pembangunan kota adalah suatu hal yang sangat mutlak saat sekarang ini, jika kita tindak ingin tertinggal dari daerah-daerah lainnya, apalagi jika dihubungkan dengan konsep tingkat pertumbuhan ekonomi yang hendak kita capai.

Di masa lalu tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi sangat di topang oleh Government Expenditure, tetapi untuk masa sekarang, seiring dengan semakin terbatasnya anggaran pemerintah, maka tingkat pertumbuhan ekonomi sangat diharapkan dari investasi. Apalagi setiap kegiatan investasi selalu membawa Multiplier Effect yang sangat besar terhadap penyediaan lapangan kerja baru, pencerahan terhadap perkembangan industri rumah tangga (meningkatnya produksi kerajinan, makanan, produksi spesifik/khas masyarakat lokal), serta berkembangnya sektor-sektor penunjang pariwisata dan perdagangan lainya.  

Kondisi ini tentunya akan menimbulkan persaingan positif dari setiap Pemerintah Daerah untuk menggaet investor sebanyak-banyaknya ke daerah masing-masing. Daerah yang lebih siaplah dan mempunyai competitive advantage yang akan memenangkan persaingan ini. Daerah yang masih mempersulit urusan dengan investor, serta memiliki birokrasi yang berbelit-belit dan mahal pasti akan ditinggalkan investor.

Berkenaan dengan itu Pemerintah Kota Padang mempunyai kebijakan yang memberikan kemudahan kepada investor untuk berinvestasi, dan sekaligus juga memberikan berbagai informasi tentang  potensi  dan peluang berinvestasi di Kota Padang.  Kota Padang serta Propinsi Sumatera Barat mempunyai peranan penting dalam sejarah Republik Indonesia dari zaman perjuangan hingga kemerdekaan, wawasan untuk pembangunan Negara serta modernisasi perkotaan dengan memperhatikan lingkungan. Dewasa ini, Kota Padang punya visi pembangunan pesisir, antara lain reklamasi pantai padang dengan Padang Bay City (PBC).

Colombijn Freek (1994) di dalam disertasinya, poco-poco (Kota) Padang menjelaskan hasil penelahaannya tentang pertumbuhan dan perkembangan Kota Padang dari tinjauan sejarah politik dan ekonomi sejak abad ke 17 hingga 1906. Deskrispi tersebut mengutarakan bahwa Kota Padang tumbuh dan berkembang dari pemukiman komunitas nelayan dan pedagang hasil bumi dan hasil tambang (emas). Pada bagian lain dijelaskan juga hal yang berkaitan dengan perencanaan kota dan pembangunan infrastruktur.

Perkembangan jumlah dan sebaran penduduk yang berlangsung selama masa kemerdekaan membawa implikasi terhadap perkembangan fisik kota, terutama ke arah utara dan timur. Sedangkan bagian selatan dan barat terbentang Gunung Padang dan perairan laut yang merupakan kendala fisik bagi pengembangan Kota.

Pemerintah dan masyarakat menghadapi beberapa masalah di dalam perencanaan rencana pembangunan kota sehingga relatif banyak bagian-bagian kota yang terbangun belum sesuai dengan peruntukan tanah yang ditetapkan di dalam rencana kota. Pengembangan ruang kota berdasarkan fungsi masing-masing kawasan pengembangan terus diupayakan oleh pemerintah, diantaranya pengembangan Kawasan Pantai Padang.

Untuk mewujudkan Visi Kota Padang sebagai “pusat perekonomian dan pintu gerbang perdagangan terpenting di Indonesia Bagian Barat’ serta yang tertuang  baik di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah dinyatakan bahwa kawasan Pantai Padang akan dikembangkan sebagai kawasan wisata terpadu. Agar tidak membebani Anggaran Belanja Pembangunan Daerah (APBD) maka pengembangan kawasan ini akan dilaksanakan melalui pendekatan Public Participation Partnership (PPP). Ditinjau dari aspek Cultural landscape (warisan budaya kota ~ bentang budaya) dan natural Landscape (geomorfologi Kawasan Pantai) maka kawasan pantai ini tergolong prime land yang memiliki ruang yang sangat baik. Untuk itu perlu dilakukan pengenalan/promosi potensi-potensi pengembangan kawasan pantai ini. Untuk menyusun dan mempersiapkan bahan-bahan promosi tersebut, perlu dilakukan kajian-kajian yang memikirkan prinsip pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, yang semua terpadu menjadi prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian penataan kembali kawasan pantai melalui pendekatan reklamasi menuntut investasi finansial yang besar juga memerlukan dukungan teknologi tinggi sehingga potensial menimbulkan dampak besar dan penting. Kajian dampak penataan pantai hendaknya jangan hanya bertumpu semata-mata pada Amdal yang merupakan bagian dari perizinan. 

   Mengacu pada kondisi tersebut tentunya perlu dilakukan kajian dan perencanaan yang lebih komprehensif lagi, sehingga Rencana Pembangunan Padang Bay City dapat diwujudkan mengingat reklamasi PBC merupakan gagasan untuk meningkatkan intensitas pemanfataan ruang melalui penerapan teknologi yang memerlukan investasi besar. Intervensi teknologi terhadap bentang alam di lokasi rencana akan mengakibatkan perubahan fisik lingkungan dan pada tingkat selanjutnya perubahan lingkungan tersebut akan menimbulkan lanjutan terhadap komponen lingkungan lainnya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu dikaji secara cermat pertimbangan-pertimbangan pengambilan keputusan tiap-tiap kegiatan yang akan menjadi rangkaian kegiatan reklamasi tersebut secara hierarki, sejak tahap proyek-program-rencana-kebijakan. Apabila kegiatan reklamasi sebagai proyek fisik yang mencakup tahap perencanaan, prakonstruksi, tahap konstruksi dan tahap operasi/pasca konstruksi, maka perlu ditelaah rumusan pemikiran yang menjadi dasar pemilihan opsi reklamasi agar dapat dilakukan mitigasi dan optimasi. Di tingkat yang lebih tinggi perlu ditelusuri pokok-pokok pikiran perencanaan tahunan yang menjasi landasan program-program. Dengan demikian bagaimana rumusan kebijakan agar dapat dijamin kesinambungan rencana-program–proyek dari tahun ke tahun. 

Bab 2. Perumusan Masalah

Dengan adanya rencana Pemerintah Kota Padang melakukan penataan kawasan pantai Padang menjadi Kawasan Wisata Terpadu Pantai Padang (Padang Bay City) maka disini perlu dirumuskan suatu persoalan yang akan dijawab yaitu bagaimana kajian kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam rencana penataan kawasan Pantai Padang menjadi Kawasan Wisata Terpadu (Padang Bay City) dan langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah kota untuk merealisasikan rencana ini. 
Bab 3. Landasan Teori/Studi Aturan Kebijakan

3.1. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan suatu kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah, organisai dan sebagainya) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk memanajemen dalam usaha untuk mencapai sasaran, garis haluan. Perbedaan kebijakan dengan kebijaksanaan adalah kebijaksanaan merupakan kepandaian menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), kecakapan dalam bertindak apabila menghadapi masalah dan sebagainya. Dalam penulisan ini penulis tidak membedakan hal tersebut karena penulis menggangap pengertian kebijakan sama atau tidak jauh berbeda dengan kebijaksanaan.

Pengertian kebijakan diungkap pula sebagai salah satu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mmencapai suatau tujuan. Oleh karena itu menurutnya suatau kebijakan memuat 3 (tiga elemen) yaitu

1. Identifikasi darai tujuan yang ingin dicapai

2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan

3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi (Islamy, 2001: 17)

Demikian pula James E. Anderson merumuskan arti kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu dalam mengatasi masalah atau persoalan tertentu (Wahab,2001: 2).

Dewasa ini kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya menurut Frederich, Carl dalam Wahab (2001; 3) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan yang disusulkan oleh seseorang/kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan tertentu seraya mencarai peluang-pelunag untk mengatasi masalah dalam rangka untuk mencapai tujuan atau mewujudkan suatu maksud tertentu atau sasaran yang diinginkan.
Sementara itu Amir Santoso dalam Winarno (2007; 3) mengkomparasikan berbagai definisi yang dikemukaan oleh para ahli dan menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat di bagi dua. Pertama, meganggap kebijakan publik sama dengan tindakan-tindakan pemerintah. Mereka memandang kebijakan dalam tiga lingkungan yaitu sebagai proses perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian kebijakan atau dapat dikatakan sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Kedua menganggap kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi awal sebagai akibat yang diramalkan.

Kebijakan publik menitik beratkan pada apa yang oleh Dewey (1927) katakan sebagai “public dan problem-probelmnya” (Parson, 2005: xi). Dewey memberikan batasan yang teramat luas tentang kebijakan publik. Berikut ini akan diberikan beberapa batasan kebijakan publik yang pernah dikemukankan dan terpublikasi dalam beberapa tulisan. Robert Eyestone (1971; 18) mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya (Winarno, 2007:17). Kemudian Winarno dalam halaman yang sama juga menukil Thomas R. Dye (1975:1) yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Parson (2005; xi) mengemukakan pendapat bahwa kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu persoalan disusun (constructed) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Lindbloom lebih menaruh perhatian pada proses kebijakan itu sendiri, dengan konsepnya yang incrementalism, memandang bahwa kebijakan itu complexly interactive process without beginning or end (Putra, 2001:12). Subarsono (2005:2) mendefinsiskan kebijakan publik sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemrintah dalam bidang tertentu. 


Kebijakan publik (public policy) merupakan serangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan-badan dan pejabat daerah, diformulasikan di dalam bidang-bidang isu sejak pertanahan, energi dan kesehatan sampai pendidikan, kesejahteraan dan kejahatan. Pada salah satu isu bidang tersebut terdapat banyak isu kebijakan. Kebijakan-kebijkaan tersebut merupakan serangkaian arah tindakan pemerintah yang aktual maupun yang potensial yang mengadung konflik  di antara segmen-segmen yang ada dalam masyarakat. Isu-isu kebijakan yang biasanya menyangkut hasil konflik definisikan mengenai masalah kebijakan. 
Kebijakan diperlukan bagi suatu organisasi yang disebut dengan Negara. Ketika organisasi Negara tersebut terbentuk, maka Negara bersangkutan melalui konstitusi mengatur tata kehidupan pemerintahan, Negara dan publik. Karena itu, sebuah kehidupan bersama perlu diatur sebaik dan seefektif mungkin dengan tujuan agar tiap individu dalam masyarakat tidak saling merugikan dan apabila ada yang dirugikan dan merasa keberatan maka harus diatur dalam suatau mekansime yang disepakati bersama sehingga tidak boleh ada yang mengambil langkah sendiri yang akan menyulut kekacauan dalam tatanan masyarakat. Hidup bersama harus diatur melalui peraturan Negara yang dibuat oleh lembaga Negara yang berwenang didalamnya ada rewarding bagi yang mendukung aturan dan punishment bagi para pelangganya. Aturan tersebut secara sederhana dapat dikatakan sebagai kebijakan publik. (Nugroho, 2003: 4-5)

Berdasarkan beberapa definisi tersebut penulis mensintesikan sebuah batasan tentang kebijakan publik yaitu sejumlah produk dan aktivitas yang dikeluarkan dan dilakukan oleh pemegang otoritas public untuk merespon permasalahan dan untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkup public yang tertentu pula.

3.3. Tinjauan Kebijakan Pembangunan Kota dan Kawasan Pantai

3.3.1. Landasan Hukum dan peraturan yang berkaitan

Kegiatan penataan Pantai Padang merupakan kegiatan yang bersifat lintas sektoral yang berdampak terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Beberapa peraturan perundang-undangan yang perlu sebagai bahan pertimbangan antara lain adalah;
i. Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; digunakan sebagai acuan penataan ruang 
ii. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah; sebagai acuan pemanfaatan tanah hasil reklamasi 

iii. Keputusan WaliKota Padang Nomor 137 Tahun 2007 Tentang Pembentukan TIM persiapan Rencana Pembangunan Padang Bay City (PBC)
3.3.2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional dan pelaksanaan kewenangan daerah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Pemerintah Kota Padang telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang tahun 2004-2020. Selanjutnya pada tanggal 3 Agustus Tahun 2004 Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Padang tahun 2004-2020. RPJP tersebut telah dijabarkan ke format Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan.

Di dalam dokumen RPJP tersebut ditegaskan bahwa Tantangan Kota Padang dalam jangka pendek adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh transformasi social”. 

Pada Bab 3 dokumen RPJP dimuat rumusan visi Kota Padang yaitu: “terwujudnya masyarakat madani yang berbasis industri, perdagangan dan jasa yang unggul dan berdaya saing tinggi dalam kehidupan perkotaan yang tertib dan teratur”. Agar seluruh stakeholder kota mendapat gambaran dan pemahaman yang sama, kata kunci di dalam rumusan visi tersebut adalah masyarakat madani, masyarakat madani sejahtera, industri perdagangan dan jasa, berdaya saing tinggi, kehidupan perkotaan, dan perkotaan yang tertib dan teratur.

Rekomendasi kebijakan jangka panjang memuat uraian tentang perspektif kota masa depan, kawasan pembangunan (meliputi kawasan barat, Kawasan Timur, Kawasan Utara, dan Kawasan Selatan), sektor unggulan, strategi dan prioritas pembangunan, agenda pembangunan daerah, dan indicator keberhasilan pembangunan.

Tentang perspektif Kota masa depan, dijelaskan bahwa wujud Kota Padang masa depan dicirikan oleh kota Modern, nyaman dan aman karena pemerintah berwibawa, dunia usaha produktif dan komunitas yang peduli. Dalam konteks ini berkembang beberapa pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan sosial yang baru sebagai landasan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Tentang kawasan pembangunan, dijelaskan bahwa criteria penetapan kawasan adalah kesamaan karakteristik, potensi pertumbuhan dan kesatuan teritorialnya. Kriteria penetapan tersebut juga mempertimbangkan tiga kategori kawasan, pertama kawasan pusat, peralihan dan pinggiran ke dua kawasan darat dan laut, ketiga kawasan maju dengan konsep konversi dan preservasi sebab pemanfaatan ruang intensitas tinggi dan kawasan tertinggal dengan konsep reservasi dan konservasi sebab intensitas pemanfataan ruang yang rendah.

Kawasan Barat meliputi Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Padang Selatan merupakan pusat utama pertumbuhan ekonomi dan pelayanan sosial Kota Padang. Pantai Padang merupakan bagian dari kawasan ini. 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengembangan kawasan Pantai Padang dan sekitarnya tergolong sebagai kawasan potensial untuk dikembangkan.    

3.3.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Peraturan daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) disetujui oleh DPRD Kota Padang Tanggal 3 Agustus 2004 melalui penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 17/II-DPRD/2004 tentang persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Kota Padang 2004-2008

Rumusan visi Kota Padang di dalam RPJM adalah “ terwujudnya Kota Padang sebagai pusat perekonomian dan pintu gerbang perdagangan terpenting di Indonesia Bagian Barat Tahun 2008”. Selanjutnya dijelaskan pengertian dan pemahaman kata-kata kunci rumusan visi tersebut adalah pusat perekonomian, pintu gerbang perdagangan.
Terkait dengan isu Penataan Kawasan Wisata Terpadu (Padang Bay City=PBC) maka dalam hal ini misi Kota Padang yang mempunyai arah adalah misi tentang perlunya menegmbangkan . potensi Sumber daya alam yang dimiliki secara optimal. Pada hal 25 dijelaskan bahwa…...”Kota Padang sebagai Kota pesisir mempunyai potensi pengembangan pariwisata bahari sebagai unggulan. Pengembangan wisata bahari tersebut dapat dipadukan dengan pengembangan Kota Tua padang lama yang menyimpan sejarah permulaan Kota Padang. Untuk dapat dikembangkan produk wisata terpadu yang merupakan kesatuan Pantai Padang-Kawasan Padang Lama Kawasan Gunung Padang-Kawasan Panati Air Manih. Kawasan Batang Arau dapt menjasi marina yang menghubungkan pulau-pulau kecil di wilayah Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pariaman. 

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa dalam RPJM yang berkaitan dengan PBC dijelaskan bahwa ada beberapa sub bidang yang terkait yaitu sub Bidang Kepariwisataan, Penanaman Modal dan Penataan Ruang, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut

a) Sub Bidang Kepariwisataan

Salah satu tujuan pengembangan pariwisata Kota Padang adalah” menjadikan Padang sebagai pintu gerbang kepariwisataan wilayah barat. Sasaran pengembangan kepariwisataan adalah (a) berkembangnya kawasan wisata terpadu sebagai andalan untuk menarik wisatawan ke Kota Padang, (b) meningkatnya investasi swasta di sektor pariwisata. Untuk memenuhi sasaran tersebut maka dinas parwisata merumuskan indikasi program kegiatan antara lain: perencanaan Kawasan wisata terpadu Unggulan Kota Padang, Kajian kerjasama pengembangan Kawasan, revisi rencana induk pariwisata Kota Padang dan objek wisata dengan pihak swasta

b) Sub Bidang Penanaman Modal

Salah satu sasaran sektor penanaman modal di Kota Padang adalah menggali potensi sumber-sumber penerimaan modal daerah secara intensifikasi dan ekstensifikasi. Untuk mencapai sasaran tersebut maka indikasi program yang akan dikaji lebih dalam adalah penggalian sumber-sumber penanaman modal yang baru, melakukan analisis penanaman modal daerah dan asing.

c) Sub Bidang Penataan Ruang
Kawasan wisata terpadu Gunung padang dan kawasan sepanjang pantai termasuk di antara lokasi sentra pengembangan kota

Bab 4. Tujuan Penelitian

Melakukan identifikasi keselarasan rumusan penataan Pantai Padang dengan kebijakan sektor terkait lainnya dalam jangka panjang maupun jangka menengah

Bab 5. Metode Penelitian


Penelitian tentang Kajian Perencanaan Penataan Kawasan Wisata Terpadu Pantai Padang merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini akan mengetahui bagaimana perencanaan Pemerintah Kota Padang dan langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan untuk mewujudkan usaha tersebut.

Dalam pengumpulan data haruslah dipilih teknik yang paling tepat, sehingga akan diperoleh data yang valid dan reliabel. Teknik pengumpulan  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara : (1) Wawancara mendalam (depth interview), metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai aspek yang diperlukan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan dengan beberapa stakeholder seperti; Kepala Tata Usaha Bappeda Kota Padang, Kabag Penanaman Modal dan Kerjasama Setda Kota, Kasubag Kerjasama Penanaman Modal Dan Kerjasama Setda Kota, Kabid Tata Ruang TRTB Kota Padang,  Kabid Bapedalda Kota Padang dan Kabid Dinas Pariwisata, (2) Pengamatan intensif (observasi), pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi. Dengan cara ini interaksi yang terjadi dalam penelitian dapat direkam tanpa harus tergantung pada daya ingat peneliti. Observasi dilakukan terhadap beberapa faktor strategis yang relevan dengan permasalan penelitian dan (3)  Dokumentasi. Pemanfaatan data sekunder, ini adalah teknik pengumpulan data yang tidak kalah pentingnya dari teknik sebelumnya, pemanfaatan dokumen-dokumen berupa RPJP, RPJM, RTRW Kota Padang , Renstra, Repetada, Propeda dan dokumen-dokumen lainya. Selain itu data sekunder lain seperti studi pustaka adalah hal tidak mungkin diabaikan dalam penelitian ini.

Sedangkan Jenis data berupa data Primer dan Data Sekunder. Data Primer merupakan data dari hasil wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder merupakan data-data yang berupa dokumentasi, arsip-arsip yang relevan dengan penelitian ini. Adapun dalam teknik menganalisis data dilakukan dengan cara menginterprestasikan data, fakta dan informasi yang telah dikumpulkan melalui pemahaman intelektual dan empiris yang kemudian dikaji secara dalam sehingga menghasilakn gambaran dari data yang sesungguhnya. Analisis dilakukan dengan menghubungkan dan disesuaikan dengan teori yang digunakan sehingga dapat dihasilkan kesimpulan dan rekomendasi penelitian.  

Bab 6. Hasil dan Pembahasan
A. Gagasan Rencana Reklamasi “Padang Bay City”

Sejak gagasan tentang reklamasi pantai Padang diungkap oleh pemerintah Kota Padang, muncul beranekaragam persepsi kelompok masyarakat. Kliping surat kabar lokal Sumatera Barat tentang gagasan Reklamasi Padang Bay City yang telah ditelaah oleh Bagian Penanaman Modal dan Kerjasama Kantor WaliKota Padang menggambarkan pemahaman dan respon masyarakat tentang gagasan tersebut. 

Keputusan WaliKota Padang menangguhkan rencana PBC dalam waktu yang tidak ditentukan yang disampaikan melalui surat Nomor 050.434/PMK/IV/2007 tanggal 27 April 2007 merupakan kebijakan arif, karena dengan demikian semua unsur stakeholders Kota Padang memperoleh kesempatan untuk memahami konsep reklamasi pantai yang sesuai dengan tipologi kota dan atau pantai padang.

1. Perencanaan Reklamasi Pantai Padang

Gagasan reklamasi Pantai Padang Pada dasarnya merupakan respons pendayagunaan sebagaian kawasan Pantai Padang yang ada dalam RTRW Kota Padang yang digolongkan sebagai kawasan Prioritas, sedangkan dalam konteks system pusat pengembangan, diskenariokan sebagai pusat kegiatan utama.

Sebagaimana asumsi perencanaan tata ruang kawasan Wisata Gunung Padang maka pembangunan reklamasi Panatai Padang telah mempertimbangkan asumsi tersebut yaitu (a) perencanaan kawasan ini dilakukan oleh pemerintah kota atau bersama-sama dengan pihak swasta, (b) pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan kawasan dilakukan dengan pendekatan PPP (Public Participation Partnership) oleh pihak swasta. Dalam hal ini hak pengelolaan atas tanah hasil reklamasi diterbitkan Pemerintah Pusat kepada pemerintah Kota Padang, (c) pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan kawasan dilakukan pihak swasta bersama pemerintah Kota, dan (d) pola atau system pengembangan kawasan dilakukan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan (joint venture, share holder) antara pemerintah dengan mitra swasta. 

Sejak tahaun 2006 yang lalu, gagasan reklamasi pantai Padang telah direspon oleh mitra swasta, diantaranya PT. Pacific Prestress Indonesia, Jakarta, PT. Graha Surya Mutiara dan PT Offshore Crew Services (OCS) Indonesia (perusahaan asal Belanda). Dari ketiga investor tersebut yang  sudah melakukan pendekatan adalah OCS dimana Dana sebesar Rp.3 triliun akan diinvestasikan untuk membangun proyek Padang Bay City (PBC), pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur dan terowongan Bungus tembus ke Lubuk Begalung. Hal itu diungkapkan Erick Pieters, pimpinan perwakilan PT Offshore Crew Services (OCS) Indonesia (perusahaan asal Belanda) setelah mendengar ekspose Wali Kota Padang, Fauzi Bahar tentang PBC di BalaiKota Padang, kemarin. Erick mengaku tertarik menjadi investor dalam pembangunan PBC. Ia bahkan yakin, PBC di Pantai Padang, akan terwujud meskipun ada yang mencemaskan hilangnya keseimbangan lingkungan pantai. (padangekspres.co.id) Lebih jauh Eric berkomentar bahwa:
“Perusahaan kami telah banyak melakukan reklamasi pantai dan di tengah laut di beberapa negara, seperti di Dubai India dan Singapura. Sejauh ini, semuanya berhasil. Karena itu, kami sangat tertarik membangun PBC”.
Melihat hal tersebut ada pihak yang pesimis dengan pembangunan ini, Bayangkan, Pantai Padang yang elok dengan debur ombak Puruih yang kadang menghantam kuat dan kadang bergelombang gemulai, akan disulap dengan pembangunan berbagai fasilitas penunjang yang tentu saja menjulang melebih julangan mercusuar. Apa saja bakal ada di sana dengan mereklamasi pantai ini dengan tanah urug yang didapat dari proyek mercusuar lainnya; pembangunan terowongan Pegambiran-Bunguih sepanjang 6 km. Di sana bakal ada mall, convention centre, dunia fantasi dan sebagainya, sikap pesimistis muncul di lapangan bahwa Irwandi Sekretaris Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Departemen Perikanan dan Kelautan menyarankan hati-hati dengan rencana pembangunan PBC. Pasalnya, lokasi PBC berada di mulut sungai Batang Arau. ”Langkah Pansus II PBC menemui empat kementerian, untuk mendapatkan masukan sebelum mengambil keputusan, sudah tepat” ujar Irwandi Idris. Jika ngotot dilaksanakan, dampaknya sangat besar. Pertama, memperlambat arus Batang Arau, karena adanya penimbunan 300 meter ke arah laut. Akibatnya terjadi sedimentasi. Kedua, arus air akan dapat mengerus bagian selatan dan utara. Sehingga dikhawatirkan Gunung Padang terancam. Ketiga, jalan yang ada saat ini akan rendah, sehingga mudah banjir nantinya. Jadi perlu dilakukan pengkajian secara matang. (padangekspres.co.id).

2. Perencanaan Proyek Padang Bay City

Rencana pembangunan Padang Bay City mengemukakan bahwa kebijakan memberikan kemudahan di bidang investasi mendapat respon yang cukup baik dari investor. Mengacu kepada kondisi Kota Padang dan permasalahan Kota serta kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, maka harus dilakukan kajian dan perencanaan terpadu lagi, sehingga dapat diambil rencana pembangunan PBC. 

Maksud dan tujuan pembangunan PBC pada intinya adalah;

1. Mewujudkan Visi dan Misi Kota Padang sebagai pusat perekonomian dan Pintu gerbang perdagangan terpenting di Indonesia Wilayah Bagian Barat

2. Mempercepat pertumbuhan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana Kota Padang

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang ditunjang sektor investasi swasta

4. Sebagai salah satu upaya preferentif penanganan bencana gemap dan tsunami (vertical mitigation)
Sedangkan sasarn dari pada pembangunan PBC adalah sebagai berikut ini;

1. Mewujudkan rencana pembangunan kawasan wisata terpadu yang terintegrasi dengan rencana pembangunan Kawasan Gunung Padang (Siti Nurbaya) dan pengembangan Pantai Air Manis

2. Pemanfaatan ruang kawasan PBC meliputi kegiatan jasa dan perdagangan (hotel, mall, plaza, Convention Hall dan ruko) dan selanjutnya akan berfungsi sebagai fasilitas penunjang wisata

3. Menjadikan PBC sebagai salah satu land mark Kota Padang sekaligus sebagai pintu gerbang dan tujuan wisata Sumatera Barat

4. Sebagai Lokomotif pergerakan ekonomi Rill serta memberikan multiplayer effect terhadap penyediaan lapangan kerja baru ; pencerahan terhadap perkembangan industri rumah tangga seperti meningkatnya industri kerajinan, makanan khas serta berkembangnya sector-sektor penunjang pariwisata dan perdagangan lainnya.

5. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat dan pendapatan asli daerah

6. Tersedianya lokasi atau kawasan bagi masyarakat di wilayah pesisir pantai Padang sebagai tempat evakuasi penanggulangan bencana gempa dan tsunami.

Reklamasi PBC akan menghasilkan tanah reklamasi seluas ± 33 Ha, yang terbagi atas 3 (tiga) sub kawasan:

1. Sub kawasan I, seluas ± 13 Ha yang akan diperuntukkan sebagai kawasan perdangan dan komersil bisnis, berupa Mall, Hotel, Plaza dan Ruko

2. Sub Kawasan II, luas ± 9 Ha, diperuntukkan untuk berbagai fasilitas Kota, misalnya gedung serba Guna, Mesjid, taman dan fasilitas ruang terbuka hijau.

3. Sub Kawasan III, luas kawasan ± 11 Ha, yang akan diperuntukkan sebagai kawasan waisata, baik wisata pantai maupun niaga dengan menyediakan fasilitas pendukung seperti dermaga maupun rekreasi pantai lainnya. 
Pada bagian ini telah diupayakan menelusuri Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan rencana-rencana sektoral. Dapat dikatakan bahwa relatif besar kesenjangan (gap) antara rumusan kebijakan jangka panjang (policy) Penataan Pantai dengan Padang dengan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Kota Padang, demikian pula dengan indikasi program yang dimuat di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.


Kemungkinan besar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain di Lingkungan Pemerintah Kota sudah menjabarkan RPJP dan/atau RPJM ke dokumen-dokumen spesifik yang berkesesuaian (compatible) dengan proyek reklamasi pantai padang tetapi belum disampaikan ke Bappeda atau Walikota.  

Sehingga dalam kenyataannya dapat dilihat sampai sekarang ini proyek yang sebenarnya akan sangat berguna bagi peningkatan perekonomian masyarakat dan pemasukan devisa Negara dari nilai investasi yang cukup besar belum dapat diwujudkan. Hal ini mengakibatkan rencana yang ada belum mencapai sasaran yang diharapkan. 
B. Permasalahan Lingkungan dan perairan Laut

Masalah-masalah lingkungan utama yang dihadapi masyarakat dan pemerintah Kota Padang adalah;

1. Masalah pemanfaatan ruang

a. Perubahan tanah pertanian ke penggunaan tanah pemukiman kota

b. Pembangunan yang tidak sesuai ketentuan sempadan bangunan dan juga tidak sesuai dengan peruntukan tanah yang telah ditetapkan pemerintah

c. Penggunaan tanah di kawasan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Padang yang dapat mengganggu fungsi ekologis DAS tersebut sehingga berdampak pada kawasan pemukiman di hilirnya

d. Batasan kepemilikan lahan yang masih banyak kurang jelas

2. Abrasi pantai

a. Gejala abrasi pantai yang telah berlangsung sejak lama dan mengakibatkan kerusakan pantai sehingga dapat mengancam pemukiman penduduk yang berdomisili di sekitar pantai, terutama pesisir pantai

3. Degradasi ekosistem pantai

a. Degradasi ekosistem pesisir pantai, baik akibat pencemaran yang diangkut oleh berbagai sungai maupun akibat perusakan lingkungan, terutama perusakan ekosistem mangrove, terumbu karang dan penggunaan potas untuk menangkap ikan 

4. Gempa dan tsunami

a. Gempa bumi dan tsunami, yang sesungguhnya merupakan gejala alam, tetapi karena berakibat pada kerugian harta benda, lingkungan dan nyawa menjasi masalah social yang dihadapi oleh masyarakat. Yang kita ketahui bahwa Kota Padang dari majalah National Geographic Indonesia edisi I menyebutkan, Kota Padang mempunyai potensi risiko tertinggi di dunia jika terjadi tsunami ditinjau dari jumlah penduduk yang tinggal di pesisir pantai. Menurut data, sebanyak 355.312 jiwa, berdasarkan hasil penghitungan LSM Komunitas Siaga Tsunami (Kogami) dan Pemkot Padang, warga bermukim di daerah rawan bencana

Berdasarkan data dan fakta yang didapat dilapangan memberikan gambaran bahwa penataan kawasan pantai Padang menjadi Padang Bay City perlu mendapat kajian yang lebih mendalam lagi dengan melibatkan semua unsure yang ada dalam masyarakat, bukan hanya kehendak dari pemerintah Kota sajaakan tetapi juga perlu memperhatikan aspirasi dari masyarakat dan mempertimbangkan dampak lingkungan yang akan di timbulkan akibat pembangunan kawasan tersebut.
Bab 7. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan sesungguhnya di dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan (RPJP) Kota Padang telah dirumuskan bahwa optimasi pemanfaatn ruang kawasn pantai akan dilakukan secara terpadu melaui pendekatan kemitraan antara pemerintah kota dengan dunia usaha.


Kebijakan tersebut belum dijabarkan ke bentuk rencana tata ruang yang lebih operasional dan rencana-rencana sector/rencana unsur kota yang berkesesuaian (compatible) dengan kebutuhan reklamasi pantai. Apabila kebijakan penataan pantai dengan cara reklamasi dijabarkan ke tingkat rencana, tentu pada tingkat selanjutnya yakni di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) perlu dijabarkan rumusan tata ruang dan atau rencana sector tersebut ke rumusan tingkat program. Bila rumusan program tahunan yang berkaitan dengan gagasan reklamasi pantai tersebut disusun, tentu akan dapat mengetahui langkah-langkah untuk mencehag dan atau menanggulangi gangguan reklamasi dan sekaligus langkah-langkah untuk mengembangkan manfaat yang diperoleh. 

Saran 

1. Mengintegrasikan rencana reklamasi pantai padang/PBC ke dalam rumusan kebijakan pembangunan kota dan pengembangan pantai Padang baik dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah

2. Meningkatkan peran serta masyarakat di dalam proses perencanaan tata ruang bagian-bagian kota (dalam hal ini penataan pantai padang) dan perencanaan sector (misalnya zonasi pesisir pantai, rencana peningkatan kapasitas jalan, restorasi sungai dan lain-lain)

3. Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan reklamasi pantai menyelenggarakan pendataan dan kajian tematik untuk mendukung konsep penataan Pantai Padang, termasuk pemuktahiran kajian zonasi wilayah Pesisir Pantai Padang

4. Masing-masing SKPD yang terkait dengan penataan pantai menjabarkan komponen-komponen rencana tata ruang reklamasi pantai PBC ke rencana Teknik Ruang Kota Kawasan Pantai dan rencana Unsur Kawasan Pantai (sarana dan prasarana Lingkungan)

5. Menyelenggarakan diskusi terbatas yang bersifat focus (focus group discussion) secara berkala tentang pengembangan kawasan pantai bagi komunitas yang strategis, antara lain komunitas peneliti/dosen, guru SD hingga SLTA, pengelola jasa wisata, komunitas nelayan dan komunitas lain yang bersangkutan dan berkepentingan.

6. Mengintegrasikan data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber yang terkait di dalam kerjasama antara SKPD yang ada.
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